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ABSTRAK 

Arsitek dalam membuat gubahan massa harus menghadapi suatu aturan yang 

membingkai proses kreatifnya. Paper ini menjelaskan tentang pembuatan 

gubahan massa yang berdasarkan luas lahan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dari beberapa contoh gubahan massa 

yang dijelaskan pada paper ini dapat diketahui bahwa KDB dan KLB masih bisa 

terbentuknya variasi desain yang baik. Akhirnya dalam paper ini juga 

disampaikan berbagai usaha untuk tetap berkarya secara kreatif tapi tetap 

sesuai dengan aturan terutama yang menyangkut KDB dan KLB. 

 

Kata Kunci: Gubahan massa, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB), luas lahan, luas lantai dasar, total luas lantai. 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu tugas arsitek ialah membuat gubahan massa satu atau beberapa 

bangunan. Tanpa konstrains, tak terhingga banyak alternatif gubahan massa yang 

dapat dibuat oleh arsitek. Tapi arsitek bukanlah seniman murni yang tidak 

bertanggung jawab kepada pihak lain atas karyanya (Genocchio, 2021), sehingga 

sedikit kemungkinan arsitek berkerja tanpa konstrains selain dari dalam dirinya.  

Salah satu konstrains yang dihadapi oleh arsitek ialah aturan-aturan 

pembangunan. Arsitek harus berkarya dalam lingkup aturan-aturan tersebut. Salah 

satu dari aturan pembangunan yang mengendalikan karya arsitek adalah Urban 

Design Guidelines (UDGL). Fungsi UDGL ialah untuk mengendalikan intensitas 

pembangunan atau pemanfaatan lahan sehingga pembangunan tidak melebihi daya 

dukung yang ada, selaras dengan konteks urban dan menjaga keseimbangan alam di 

mana pembangunan itu dilakukan (Undang-Undang No. 26, 2007). Sebagai bagian 

dari UDGL, koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) 

umumnya digunakan untuk mengendalikan intensitas pembangunan di suatu lahan 

(Srivanit, 2013).  

KDB pada dasarnya adalah alat untuk mengatur intensitas pembangunan yang 

berfungsi mengendalikan tutupan lahan oleh bangunan yang juga dikenal sebagai 

Building Coverage Ratio atau BCR. Dengan KDB keseimbangan antara bagian lahan 

yang boleh ditutup oleh bangunan sehingga tidak lagi berfungsi untuk menyerap air 

dengan bagian lahan yang masih terbuka dan masih bisa menyerap air dapat 
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dikendalikan. Jadi sebenarnya KDB tidak hanya tentang tutupan lahan oleh lantai 

bangunan, tapi semua jenis tutupan lahan yang tidak bisa meneruskan air untuk 

diserap oleh tanah (Srivanit, 2013). Dengan demikian KDB bisa dianggap juga sebagai 

alat agar fungsi alam seperti siklus hidrologi tidak terganggu oleh lantai bangunan 

atau permukaan buatan manusia lainnya.  

KLB atau yang sering dikenal sebagai FAR (Floor Area Ratio) bisa dipandang 

sebagai alat untuk memastikan agar daya dukung lahan tidak menerima beban 

berupa kegiatan manusia secara berlebihan (Joshi and Kono, 2009). Dengan KLB, 

jumlah manusia dan berbagai kebutuhannya yang akan diwadahi oleh suatu lahan 

bisa dikendalikan sehingga kemampuan lahan baik yang bersifat buatan (tempat 

parkir, jalan, utilitas) maupun yang bersifat alami (sumber daya alam seperti air, udara, 

dan matahari) masih bisa memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. 

Dengan kata lain KLB adalah alat kendali agar keseimbangan antara kebutuhan 

manusia dengan daya dukung lahan bisa dipertahankan secara berkelanjutan. 

Dalam prakteknya, kepatuhan atau compliance terhadap kedua koefisien 

sering mengalami hambatan baik secara resmi maupun informal (Azad, 2018; 

Chakraborti, 2021; Housing and Urban Planning Department, Uttar Pradesh, 2021) 

dari para pelaku pembangunan seperti pemilik lahan dan arsitek. Sebagai contoh di 

Bandung, menurut Megayanti et al (2017), kepatuhan terhadap aturan tentang KDB 

dan KLB hanyalah 56%, yang berarti 44% bangunan yang ada dibangun dengan 

melanggar aturan tersebut. 

Tapi sering juga KDB dan KLB serta UDGL pada umumnya dianggap justru 

sebagai sumber inspirasi bagi arsitek dalam berkarya, terutama dalam proses 

membuat gubahan massa (Sung Hong Kim, 2018). Tujuan dari tulisan ini adalah 

membahas bagaimana gubahan massa bangunan dapat dilakukan secara variatif tapi 

tetap memperhatikan KDB dan KLB yang berlaku bagi suatu lahan. 

 

 

II. DEFINISI TEKNIS KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) DAN KOEFISIEN 

LANTAI BANGUNAN (KLB) 

Koefisien Dasar Bangunan atau KDB adalah persentase luas lantai dasar yang 

boleh dibangun dari total luas lahan (Kharismawan dan Mahendra, 2019). [1] bisa 

digunakan untuk menghitung luas lantai dasar bangunan dari luas lahan. Satuan KDB 

adalah persentase. Koefisien Lantai Bangunan atau KLB adalah angka pengali luas 

lahan untuk memperoleh luas total lantai yang boleh dibangun di suatu lahan [2]. 

 

LLD=Luas Lahan×KDB/100                                                      [1] 

LLD = Luas lahan × KLB                                                           [2] 

 

LLD= Luas lantai dasar maksimum yang diperbolehkan oleh KDB. LTL= Luas 

total lantai bangunan yang maksimum diperbolehkan oleh KLB. 
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Dengan mengasumsikan bahwa luas per lantai untuk seluruh lapis lantai di 

atas lantai dasar sama dengan luas lantai dasar (LLD), dapat diperoleh jumlah lapis 

lantai bangunan dengan menggunakan [3] berikut ini. 

 

JLLB = LTL LLD⁄                                                                      [3] 

 

JLLB= jumlah lapis lantai bangunan yang diperbolehkan menurut luas lahan, 

KDB dan KLB. Berhubung LLD dan LTL masing-masing adalah perkalian antara KDB 

atau KLB dengan luas lahan, maka [3] dapat disederhanakan menjadi, 

 

JLLB =  KLB (KDB⁄ × 100%)                                                   [4] 

 

Sebagai contoh, bila luas lahan adalah 100m x 100m atau 10000m2, KDB= 40% 

dan KLB= 3.2, dengan menggunakan persamaan-persamaan di atas akan diperoleh 

luas lantai dasar (LLD)= 4000m2, luas total lantai (LTL)= 32000m2 dan jumlah lapis 

lantai sebanyak 8 lapis. Gambar 1 memperlihatkan gubahan massa yang terbentuk 

dari perhitungan tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, gubahan massa 

tersebut diperoleh karena diasumsikan bahwa luas tiap lapis lantai sama dengan luas 

lantai dasar yang dihitung berdasarkan KDB (LLD). 

Walaupun Luas Lantai Dasar dihitung dari luas lahan, tapi selain luasannya 

yang dihitung dengan menggunakan KDB, juga harus berada dalam bagian lahan 

yang bukan daerah sepadan bangunan. Jadi selain KDB dan KLB, gubahan massa juga 

harus memperhatikan aturan lainnya seperti garis sepadan bangunan (GSB), garis 

sepadan jalan (GSJ), garis sepadan sungai (GSS) dan berbagai zona penyangga 

lainnya. Jadi dapat diketahui bahwa aturan yang mengendalikan intensitas 

pembangunan di sebuah lahan tidak hanya KDB dan KLB serta KB saja. 

Pada contoh di atas jumlah lapis lantai juga dapat dibatasi oleh aturan tentang 

Ketinggian Bangunan (KB dengan satuan meter) yang diperbolehkan pada suatu 

lahan. Jadi dengan rata-rata tinggi per lantai tertentu dan bila jumlah lapis lantai yang 

dihitung dari KDB dan KLB tingginya melebihi KB, maka ada dua strategi yang dapat 

diambil. Strategi pertama ialah dengan mengurangi tinggi per lantai. Tapi hal ini akan 

dibatasi oleh standar tinggi per lantai bangunan dan tidak boleh mengganggu 

kegiatan manusia dan perletakan jaringan utilitas (Kirmani, 2000). Kedua, bila 

pengurangan tinggi per lantai tidak dapat dilakukan, maka jumlah lapis lantai (JLLB), 

walaupun telah sesuai dengan KDB dan KLB, harus diperkecil. 
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Gambar 1. Gubahan massa lahan 10000m2, KDB 40%, KLB 3.2 dengan asumsi luas per 

lapis lantai= LLD 4000m2 sehingga jumlah lapis lantai= 8 lantai. 

 

 

III. VARIASI GUBAHAN MASSA BERDASARKAN LUAS LAHAN, KDB DAN KLB. 

Gubahan massa yang dibangun berdasarkan luas lahan, KDB dan KLB bisa 

lebih bervariasi daripada seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 di atas. Pertama 

ialah dengan memberi bentuk lantai dasar yang bervariasi. Sebagai contoh, Gambar 2 

pada dasarnya sama dengan gubahan massa pada Gambar 1. Bedanya hanya pada 

bentuk lantai dasarnya, sedang luasan lantai dasar tersebut tetap 4000m2. Pada 

Gambar 2a, bentuk lantai dasar tidak lagi persegi panjang, tapi berbentuk huruf L 

dengan luas 4000m2. Pada Gambar 2b, lantai dasar berbentuk lingkaran, dengan 

luasan yang sama yaitu 4000m2. Kedua gubahan massa tidak melanggar aturan KDB 

dan KLB yang berlaku bagi lahan tersebut. 

Gubahan massa bisa lebih bervariasi bila luas lantai lantai dasar atau lantai di 

atasnya lebih kecil dari yang ditetapkan oleh KDB (LLD). Tapi hal ini sering dianggap 

mengurangi pendapatan dari sewa lahan karena biasanya lantai dasar adalah lantai 

premium dengan harga sewa yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu disarankan 

untuk lantai dasar dan beberapa lantai di atasnya menggunakan luas yang sama 

dengan luas lantai dasar yang diperbolehkan oleh KDB (LLD). Lantai-lantai di atas 

lantai dasar luasnya bisa lebih kecil daripada LLD. Dengan demikian sebenarnya 

jumlah lapis lantai pada Gambar 1 bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 8 lantai. 

Gambar 3 memperlihatkan contoh gubahan massa dengan luas lahan, KDB dn 

KLB yang sama seperti lahan pada Gambar 1. Yang membedakan gubahan massa di 

Gambar 3 dengan yang ada di Gambar 1 dan Gambar 2 adalah adanya lima (5) lapis 

lantai pertama yang biasa disebut podium yang umumnya berisi fungsi-fungsi publik 

seperti mall, department store dan fungsi-fungsi retail dan komersial lainnya. Luas 
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masing-masing lapis lantai podium biasanya sama dengan LLD. Di atas podium 

terdapat tower dengan luas lantai per lapis lebih kecil daripada LLD (luas satu lapis 

lantai tower pada contoh di Gambar 3= 2000m2). Dengan demikian, agar LTL tetap 

32000m2, jumlah lapis lantai bisa ditambahkan dari 8 lapis lantai (Gambar 1 dan 

Gambar 2) menjadi 11 lapis lantai seperti yang dapat dilihat pada gubahan massa di 

Gambar 3. 

Tower juga bisa dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan dengan luas lantai per 

lapis yang berbeda. Sebagai contoh, pada Gambar 4, bagian tower dipisah menjadi 

bagian dengan luas yang berbeda. Bagian tower setelah podium mempunyai luas per 

lantai yang lebih besar dari pada bagian tower yang teratas. Gubahan massa seperti 

Gambar 4 memungkinkan penambahan jumlah lapis lantai dari 8 lantai menjadi 14 

lantai. Selama tidak melanggar aturan Ketinggian Bangunan (KB), tower bisa dibagi 

lagi sehingga jumlah lapis lantai bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pemilik 

bangunan. Pertambahan jumlah lapis lantai selain terbatas oleh kebutuhan juga oleh 

aturan ketinggian bangunan (KB).  

Agar luas lantai dasar sama dengan LLD [1], dan luas total lantai sama dengan 

LTL [2], bisa dibuat sebuah table kendali proses pembuatan gubahan massa seperti 

Tabel 1. Tabel kendali berisi 3 kolom. Kolom pertama berisi nomor urut lapis lantai 

dimulai dari lantai dasar dan diikuti oleh lantai-lantai di atasnya. Kolom kedua berisi 

bentuk dan dimensi-dimensi lapis lantai. Bentuk lapis lantai bisa berbeda-beda untuk 

tiap lapis, tapi juga bisa sebuah bentuk lapis lantai yang berlaku bagi sejumlah lapis 

lantai tertentu. Kolom ketiga berisi luasan tiap lapis lantai. Di baris paling bawah 

kolom luasan dibuat rumus perjumlahan seluruh luas lapis lantai. Tabel 1 

memperlihatkan contoh dari table kendali pembuatan gubahan massa.  

 

 
a. 
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b. 

Gambar 2. Gubahan massa lahan 10000m2, KDB 40%, KLB 3.2 dan dua variasi 

bentuk lantai dasar (bentuk L atau lingkaran).  

 

 
Gambar 3. Gubahan massa pada lahan 10000m2, KDB 40%, KLB 3.2, podium 5 

lantai, tower 6 lantai, total 11 lapis lantai. 
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Gambar 4. Variasi gubahan massa pada lahan 10000m2, KDB 40%, KLB 3.2, 

jumlah lapis lantai= 14 lantai. 

 

Selanjutnya, dimulai dari lantai dasar, table kendali baris per baris ditambahkan 

suatu lapis lantai hingga jumlah kolom ketiga sama dengan LTL. Bila penambahan 

lapis lantai menyebabkan jumlah kolom ketiga melebihi LTL, maka luas lantai terbaru 

tersebut harus diperkecil. Satu syarat yang harus diperhatikan dalam menambahkan 

lapis lantai ke tabel kendali ialah luas tiap lapis lantai di atas lantai dasar tidak boleh 

lebih besar dari pada LLD. Gambar 5 adalah gubahan massa dari table pengendali 

tersebut (Tabel 1). 

Tabel 1. Contoh tabel kendali gubahan massa pada Gambar 5. 

No lantai Bentuk dan dimensi lantai Luas lantai (m2) 

1 (lantai dasar) 

 

4000 

2 4000 

3 4000 

4 4000 

5 4000 

6 

 

3000 

7 3000 

8 3000 

9 

 

750 

10 750 

11 750 

12 750 

 Luas total lantai (LTL) 32000 
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Gambar 5. Gubahan massa yang dibuat dengan tabel kendali pada Tabel 1. 

 

 

IV. PEMBAHASAN 

Aturan yang menyangkut KDB dan KLB adalah alat untuk mengendalikan 

pembangunan sehingga keserasian dan keharmonisan lingkungan dapat dijaga. Tapi 

biasanya penerapan dari KDB dan KLB mengalami resistensi dari pemilik lahan dan 

juga arsitek baik karena desakan kebutuhan dan finansial juga karena dianggap 

menghambat arsitek dalam mengembangkan kreativitasnya. Sebagai contoh baik di 

Indonesia atau di beberapa negara lain, aturan yang menyangkut KDB dan KLB telah 

berkembang dengan mengakomodasikan kemungkinan untuk memberi sejenis 

insentif berbentuk tambahan KDB dan KLB karena gubahan massa yang diajukan 

dipandang bisa memberi nilai tambah tertentu kepada lingkungan (Srivanit, 2013). 

Walaupun demikian, banyak juga yang beranggap bahwa berbagai aturan 

seperti KDB dan KLB justru bisa menjadi alat untuk mendukung terciptanya suatu 

kreativitas desain kepada para perancang (Azad, 2018; Srivanit, 2013). Sebagai 

contoh, beberapa peneliti melaporkan tentang bagaimana aturan KDB dan KLB bisa 

menjamin terciptanya ruang kota yang lebih hijau dan lebih nyaman (Azad, 2018). 

Tapi yang lebih penting lagi, tulisan ini menunjukkan bahwa KDB dan KLB tidak 

menghambat kreativitas pembuatan gubahan massa. Dari contoh-contoh yang telah 

diterangkan di atas, dalam konstrain KDB dan KLB, sebenarnya masih terbuka 

beberapa parameter yang bisa diolah untuk menghasilkan gubahan massa yang lebih 

variatif. Sebagai contoh dengan memvariasikan parameter bentuk lantai dasar, 

dengan KDB dan KLB yang sama dapat dibuat berbagai bentuk gubahan massa yang 

berbeda. Parameter lain ialah luas lantai, terutama lantai di atas lantai dasar. Dengan 
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bentuk dan luasan lantai di atas lantai dasar yang berbeda-beda, bisa diperoleh 

gubahan massa dengan tinggi bangunan yang bervariasi.  

Untuk mempertahankan efektivitas penggunaan ruang, luas lantai dasar 

dipertahankan agar sesuai KDB. Tapi perancang sebenarnya memiliki kebebasan 

untuk membuat gubahan massa dengan luas lantai dasar yang lebih kecil daripada 

yang dihitung dengan menggunakan KDB (LLD). Bila hal itu dilakukan, gubahan 

massa bisa lebih tinggi, dan hanya dibatasi oleh aturan tentang ketinggian bangunan 

tertentu (Marohn, 2014). Hanya perlu diingat bahwa biaya struktur membangun ke 

atas jauh lebih mahal dari pada membangun ke arah horizontal (Susanto, 2002). Jadi 

perlu ada suatu usaha untuk mengoptimasikan gubahan massa berdasarkan berbagai 

konstrain design seperti KDB, KLB, KB dan konstrain lainnya. 

Beberapa penulis telah mengajukan suatu metode parametrik untuk 

menghasilkan sebuah desain mempunyai karakteristik tertentu yang optimum 

(Suyoto et al., 2014; Dewia et al., 2015). Bila kita berfikir secara parametrik, ada dua 

jenis parameter dalam membuat gubahan massa. Parameter pertama berfungsi untuk 

membingkai desain. Kedua ialah parameter yang divariasikan sesuai dengan 

perancangan. Dalam hal ini KDB dan KLB dapat dianggap parameter pembingkai, 

sedang bentuk, luas, terutama untuk lantai di atas lantai dasar dan jumlah lapis lantai 

bisa dianggap parameter desain yang bisa diramu untuk menghasilkan gubahan 

massa yang lebih variatif. 

Perlu juga diteliti kaitan aturan KDB dan KLB dengan usaha-usaha untuk 

penghematan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam tulisan ini hanya dibahas 

peran KDB dan KLB pada gubahan massa. Dianjurkan agar penelitian di masa depan 

ialah untuk mempelajari hubungan antara KDB dan KLB dengan tujuan-tujuan desain 

seperti optimasi ruang dan penghematan energi. Dengan demikian kesadaran para 

perancang akan pentingnya sustainabilitas lingkungan bisa diwujudkan dengan 

menggunakan suatu alat yang mudah dipakai. 

 

 

V. PENUTUP 

Paper ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa aturan-aturan desain 

khususnya KDB dan KLB tidak menghambat perancang untuk bisa bekerja secara 

kreatif. Walaupun KDB dan KLB bisa dianggap membatasi, contoh-contoh yang 

diterangkan dalam makalah ini memperlihatkan beberapa gubahan massa yang 

semuanya memenuhi kedua aturan tersebut. 

Dari contoh-contoh yang telah diterangkan di atas, walau dihadapkan dengan 

aturan KDB dan KLB, perancang masih tetap bisa bertindak kreatif dalam membuat 

gubahan massa. Dengan demikian diharapkan aturan-aturan seperti KDB dan KLB 

tidak mengurangi kreativitas mereka. 

Akhirnya, dalam paper ini bisa disampaikan harapan agar para perancang bisa 

bertindak dalam lingkup aturan yang ada secara konsekuen sehingga tidak hanya 

https://publikasi.kocenin.com/


METRIK SERIAL HUMANIORA DAN SAINS 
 (E): ISSN 2774-2377. Volume: 2. Nomor: 2 Tahun 2021 

 

 
120 

https://publikasi.kocenin.com 

memenuhi tuntutan pemilik bangunan, tapi juga secara optimum berpengaruh secara 

positif terhadap lingkungan di mana karyanya dibangun. 
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